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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang    
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar kerja yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah telah tejadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan  yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasn juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidak cocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul.

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten atau Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Sedangkan Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten atau kota (PP. 19 tahun 2008).  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 tahun 2007 hingga saat ini, jumlah Kecamatan di Kabupaten Cianjur berjumlah 32 Kecamatan dan salah satunya yaitu Kecamatan Sukanagara yang menjalankan pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada Bupati Cianjur dalam urusan pelayanan kepada masyarakat yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Sukanagara, tentunya dengan kedisiplinan dari para pegawai yang ada di Instansi Kecamatan Sukanagara dan juga pengawasan dari pimpinan Kecamatan Sukanagara.  

Dalam rangka mewujudkan visi pemerintahan kabupaten cianjur yaitu  Mewujudkan masyarakat Cianjur yang lebih sejahtera dan berakhlakul karimah. Maka pada tataran implementasi dilapangan Kecamatan Sukanagara menjabarkan arah kebijakan pembangunan ke dalam :

Visi
melalui akselerasi pembangunan dan pelayanan kepemerintahan kita wujudkan masyarakat Sukanagara yang lebih sejahtera dan Berakhlakul Karimah.

Misi 
Meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan kepemerintahan kepada masyarakat Sukanagara secara optimal dan professional.

Implementasi dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004,  Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Pertanggung jawaban Camat kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati atau walikota.
Camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam pasal 126 ayat (2) bahwa : “ Kecamatan dipimpin oleh camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah” . Selain itu, camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan yang merupakan kewenangan atributif sebagimana diatur dalam pasal 126 ayat  (3) yaitu sebagai berikut :
a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan-undangan

d. Mengoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan.

f. Membina penyelenggaraan pemerintah desan dan atau kelurahan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
Disiplin kerja merupakan praktek secara nyata dari para pegawai terhadap perangkat peraturan yang terdapat dalam suatu organisasi. Dalam hal ini disiplin tidak hanya dalam bentuk ke taatan saja melainkan juga tanggungjawab yang diberikan oleh organisasi,berdasarkan pada hal tersebut diharapkan efektitas pegawai akan meningkat dan bersikap serta bertingkah laku disiplin. Adapun menurut peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagimana telah dimuat di dalam Bab II Pasal (2) UU No.43 Tahun 1999, ada beberapa keharusan yang harus dilaksanakan yaitu :
1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, serta melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berhak.
2. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Menggunakan dan memelihara barang-barnag dinas dengan sebaik-baiknya.
4. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan atasannya.  
Secara khusus pembinaan Pegawai Negeri Sipil telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sejak tanggal 6 Juni 2010, dimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan Peraturan Pemerintah tersebut diarahkan untuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil terutama peningkatan disiplin kerja pegawai sehingga Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja dengan maksimal dan mampu menunjukkan kinerja yang baik. Didalam peraturan disiplin tersebut diuraikan mengenai hal-hal yang diharuskan serta yang dilarang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Pada Pasal 3 disebutkan kewajiban-kewajiban PNS antara lain:
a. mengucapkan sumpah/janji PNS;
b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; 
q. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Dan selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan yang dilarang bagi PNS antara lain:
a. menyalah gunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 
1). ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 
2). menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 
3). sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau 
4). sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
m. memberikan dukungan kepada calon residen/Wakil Presiden dengan cara: 
1). membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau 
2). mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan;
o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala

     Daerah, dengan cara:
1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan 
kampanye;
3)  membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; 
4)  mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, 
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, 
himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam 
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
 Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di kantor Kecamatan Suakanagara, peneliti melihat masih adanya pegawai Kecamatan yang tidak disiplin dalam bekerja,hal ini terlihat :
1. Saat memasuki jam kerja para pegawai Kecamatan Sukanagara masih belum ada di tempat,seharusnya sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat meskipun tidak ada masyarakat yang datang untuk membutuhkan pelayanan tetapi secara objektifnya pegawai seharusnya sudah berada dikantor pada jam masuk kerja.

2. kemudian saat pegawai sudah berada di kantor, peneliti tidak melihat adanya pegawai mengisi absensi kehadiran, sehingga setiap hari nya tidak tahu siapa saja pegawai yang tidak masuk pada setiap harinya. 

3. Tidak melaksanakan kegiatan apel pagi, sebagai kegiatan wajib setiap hari sebelum jam kerja dilaksanakan.
4. Jam pulang kantor tidak sesuai dengan jam kerja.
Dari pemaparan permasalahan yang telah peneliti jelaskan diatas dan berdasarkan hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan pada Instansi Kecamatan Sukanagara, permasalahan tersebut diduga oleh peneliti sebagai berikut :

1. Kurangnya tindakan yang bersifat objektif sehingga pegawai Kecamatan Sukanagara melakukan disiplin itu bila ada Camat berada dikantor saja. 
2. Kurangnya rasa saling mengingatkan antara pegawai agar tidak melanggar peraturan kerja.
3. Pimpinan tidak memberikan tindakan yang tegas terhadap pegawai Kecamatan Sukanagara yang tidak disiplin. 
4. Masih rendahnya pemahaman pegawai tentang disiplin kerja

Kenyataan, bahwa pengawasan terhadap disiplin kerja tersebut menarik perhatian peneliti untuk diteliti dan menganalisis hal tersebut dalam usulan penelitian yang berjudul   PENGAWASAN CAMAT TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KECAMATAN SUKANAGARA KABUPATEN CIANJUR.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan dari hasil penjajagan, maka peneliti merumuskan permasalahan, yaitu :

1.2.1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Camat Sukanagara terhadap pegawai yang tidak disiplin. 

1.2.2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengawasaan Camat terhadap disiplin kerja pegawai di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur.
1.2.3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur.
1.3 Tujuan Penelitian  
Penelitian ini disusun untuk menjelaskan pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai Kecamatan Sukanagara, secara lebih spesifik tujuannya adalah, sebagai berikut :
1.3.1 Mendeskripsikan sejauh mana pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur.
1.3.2 Ingin mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengawasaan terhadap peningkatan disiplin kerja pegawai di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur.
1.3.3 Ingin mengetahui usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengawasan terhadap peningkatan disiplin kerja pegawai di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur.
1.4 Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberika kegunaan antara lain :

1.4.1 Kegunaan teoritis

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan untuk kepentingan penelitian dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam meneliti sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan sehingga memberikan manfaat dan menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami ilmu pengetahuan bagi peneliti serta dapat meningkatkan dalam menganalisa suatu masalah.
1.4.1.2 Untuk kepentingan akademis, dalam hal ini peneliti merupakan suatu media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasin Negara telah diperoleh sebagai wahana penguji dan beberapa teori yang telah dikemukakan para ahli yang bersifat universal.hasil penelitian ini diharapkan bukan sebagai akhir dari meneliti suatu masalah melainkan langkah awal untuk lebih lanjut.
1.4.2 Kegunaan praktis
1.4.2.1 Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur terutama mengenai  pengawasan terhadap peningkatan disiplin kerja pegawai di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur.
1.5  Kerangka Pemikiran 

         Kerangka pemikiran ini disajikan beberapa definisi-definisi yang berkaitan dengan Pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai sebagai rujukan teori dalam penelitian ini menurut Admosudirdjo dalam buknya Administrasi Negara dan Manajemen umum (1992:223) menguraikan

Pengawasan sebagai keseluruhan dari pada kegiatan-kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Mc. Farland dalam Soewarno Handayaningrat dalam bukunya Pengatar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen (1990:143) menguraikan pengawasan  

    

 Pengawasan ialah suatu proses dimana pemimpin ingin mengetahui apakah hasil pelakasanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana,perintah,tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan


Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi pengawasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan sebagai suatu proses membandingkan atau mengukur suatu pekerjaan yang sedang atau telah dilaksanakan. Pengawasan mempunyai peranan penting terhadap pengendalian atau pengontrolan semua jenis kegiatan organisasi agar semua perencanaan akan terlaksana sesuai dengan yang telah ditentukan.


Pelaksanaan pengawasan agar terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditentukan maka peneliti mengemukakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pengawasan. Adapun alat ukur pelaksanaan sebagaimana dikemukakan oleh Soewrno Handayaningrat dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen (1990:151)  mengurikan syarat-syarat pengawasan yang efektif, yaitu :
a. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang,

b. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya

c. Pengawasan harus menunjukan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting,

d. Pengawasan harus objektif

e. Pengawasan harus luwes (flexible)

f. Pengawasan harus hemat dan
g. Pengawasan harus membawa tindakan


Berdasarkan definisi-definisi diatas, berikut ini disajikan definisi disiplin menurut Soegeng Prijodarminto dalam bukunya Disiplin,Kiat menuju sukses (1992:23) 
Disiplin itu merupakan suatu kondisi yang menyangkut pada banyak hal yang sangat kompleks, yang sangat mendasar dan banyak segi-segi yang mempengaruhi dan saling berkaitan. 

Menurut B. Siswanto Sastrohadiwiryo dalam bukunya Manajemen Tenaga kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Oprasional (2005:291) menjelaskan :
Disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanki-sankinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.


Berdasarkan parameter peranan pengawasan di atas, maka selanjutnya peneliti menetapkan parameter meningkatkan disiplin kerja pegawai menurut 

B. Siswanto Sastrohadiwiryo dengan bukunya Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Oprasional . (2005:292) bahwa faktor-faktor dari disiplin kerja, yaitu :
a. Frekuensi kehadiran
b. Tingkat kewaspadaan

c. Ketaatan pada standar kerja

d. Ketaatan pada peraturan kerja

e. Etika kerja

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan berperan sebagai alat kontrol dalam semua jenis kegiatan terutama dalam kedisiplinan kerja. Hal ini terkait dengan pengawasan dengan peningkatan kedisiplinan kerja pegawai. Penelitian ini akan mencari adanya atau menguji hipotesis yang menyatakan hubungan antara pengawasan dan disiplin kerja pegawai di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur.
1.6   Lokasi dan Lama Penelitian
1.6.1
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Instansi Kecamatan Sukanagara 


Jl. Siliwangi No. 01 Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.
1.6.2
Lamanya Penelitian yang dilakuakan terhitung dari bulan  Mei 03 2014 - bulan Oktober 31 2014.
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